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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis untuk mengetahui 

Implementasi Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B 

Praya., kedua untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian 

Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Melalui 

penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan (Statute Approach) 

dan Pendekatan Sosiologi (Sosiologis Approuch). Pengambilan data melalui 

observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 

1) Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Praya 

dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data  Pembebasan 

Bersyarat di Rutan Kelas II B Praya periode 2020-2021 antara yang diusulkan 

dengan yang terealisasikan mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang 

terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. 2) adapun faktor Internal yang 

menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan 

Kelas II B Praya Periode 2020-2021 diantaranya adalah: a. Prosedur pengusulan 

Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan                     waktu yang cukup lama untuk 

sampai mendapatkan keputusan diterima  atau ditolak pengusulan tersebut, b. 

Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin 

atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya, c. 

Melanggar hukum disiplin dalam Rutan yang menyebabkan Narapidana tersebut 

gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Adapun Faktor Eksternal yang 

menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan 

Kelas II B Praya Periode 2020-2021 diantaranya adalah : a. Terdapat hambatan 

Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam 

masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam 

kehidupan sosial masyarakat, b. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

sanagat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah 

Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Rutan Kelas II B Praya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemikiran pemidanaan di era ini bukan hanya sekedar upaya untuk 

menciptakan efek jera, tetapi juga merupakan upaya reintegrasi sosial dan 

rehabilitasi narapidana.
1
 Pelaksanaan fungsi pidana dilakukan secara terpadu 

antara pembinaan, pihak yang membina dan masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas narapidana. Hal ini juga menuntut warga untuk 

menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan dan memperbaiki diri agar 

tidak mengulangi kesalahan yang sama  di kemudian hari.  

Sebagai landasan ideal bagi sistem pemasyarakatan, Pancasila 

mencanangkan adanya keseimbangan dan persamaan. Artinya, dalam 

kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan alam, dalam 

hubungannya dengan masyarakat, dan dalam hubungannya dengan bangsa lain, 

termasuk  Tuhan. Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai upaya untuk 

mencapai kesatuan kehidupan, termasuk penghidupan, antara pelanggar hukum 

dan pribadinya, dengan sesama manusia, alam dan masyarakat. Masing-masing 

hubungan ini dinaungi oleh perlindungan  Tuhan Yang Maha Esa.
2
 

Seiring bertambahnya populasi, berbagai kejahatan terjadi. Dalam 

bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Roeslan Saleh menyatakan bahwa 

penghapusan kejahatan tidak dapat dipaksakan dalam masyarakat, tetapi 

hukuman dapat berfungsi sebagai alat pertahanan yang teratur dan mendorong 

                                                      
1
 C.I. H∂rsono, Sistem B∂ru Pembin∂∂n N∂r∂pid∂n∂, J∂k∂rt∂, Dj∂mb∂t∂n, 1995, h∂l. 31. 

2
 Ibid, h∂l.1. 
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individu untuk termotivasi pada perilaku tertentu. Sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakat. 

Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan menunjukkan bahwa kejahatan 

merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana, yang disebut 

dengan istilah pamungkas dalam konsep hukum pidana. Pandangan ini 

menekankan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk 

menyelesaikan suatu perkara pidana, bukan upaya pertama yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah pidana.
3
 

Berdasarkan konsep hukum ultimum remedium, yang sejalan dengan 

pandangan dalam buku Roeslan Saleh  Stelsel Pidana Indonesia, prosedur 

penyelesaian perkara pidana yang harus diadopsi Indonesia sebagai negara 

hukum harus mengacu pada konsep dasar pemidanaan. Dengan mengacu pada 

UUD 1945, konsep seperti itu pada hakekatnya tersirat dalam perlindungan 

negara terhadap warga negaranya. 

Di sisi lain, perkembangan kejahatan yang tidak dapat dihindarkan akibat 

pertumbuhan penduduk dan kemajuan zaman juga harus menjadi pertimbangan 

dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Perkembangan seperti itu 

merupakan tantangan  bagi supremasi hukum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan 

dengan munculnya berbagai  kejahatan baru dalam kehidupan masyarakat, 

meskipun tindakan pencegahan terus dilakukan. Bahkan ketika negara 

menciptakan institusi untuk menangani kejahatan, modus operandi dan gaya 

kejahatan baru ditemukan. Perkembangan kejahatan ini harus sejalan dengan 

                                                      
3
 Roesl∂n S∂leh, Stetsel Pid∂n∂ Indonesi∂, J∂k∂rt∂, Aks∂r∂ B∂ru, 1987, h∂l. 68. 
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perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Situasi ini juga mempengaruhi perkembangan sistem peradilan pidana 

Indonesia yang juga telah mengalami beberapa perubahan. Pada awal 

kemerdekaan, sistem pemasyarakatan Indonesia tidak mengenal sistem 

pemidanaan, dan narapidana hanya dimasukkan ke dalam penjara sebagai 

tempat balas dendam terhadap negara dan masyarakat. Sistem ini tidak  lagi 

digunakan karena fasilitas pemasyarakatan menjadi tempat yang ditunjuk untuk 

merawat tahanan.
4
 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyebutkan:  

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 

pidana." 

Ketentuan Pasal 1(1) undang-undang tersebut di atas merupakan dasar 

hukum pelaksanaan sistem pidana di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963, 

Sahardjo memperkenalkan sistem penjara untuk pertama kalinya sekaligus 

menerima gelar doktor kehormatan di bidang hukum dari Universitas 

Indonesia. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia mengatakan penahanan itu tidak hanya dimaksudkan untuk 

menyakiti narapidana yang kebebasan bergeraknya telah dihapuskan, tetapi 

juga untuk memberikan pedoman bagi narapidana untuk bertobat, dan 

                                                      
4
 Ibid. 
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mendidik mereka tentang seberapa cepat. setelah mereka bisa menjadi warga 

negara dan orang yang mengabdi pada negara dan bangsa.
5
 

Upaya mewujudkan pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah 

dilakukan melalui pelaksanaan program masa percobaan, antara lain 

pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat 

(CB) yang merupakan bagian dari hak narapidana dapat dilaksanakan. 

Pembebasan bersyarat ini merupakan bentuk pendampingan yang memudahkan 

pengintegrasian narapidana ke dalam kehidupan sosial, yang tentunya hanya 

terjadi setelah semua syarat terpenuhi. Pelaksanaan hak narapidana atas masa 

percobaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pelayanan Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan penjelasan 

lebih lanjut dari Pasal 15(1) KUHP  yang berbunyi:  

”Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana 

penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 

sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika 

terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu 

dianggap sebagai satu pidana”. 

 

Berdasarkan Pasal 15(1) KUHP, Program Pembebasan Bersyarat 

merupakan pelepasan bersyarat lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995, yang diterjemahkan menjadi Program Pembebasan Bersyarat 

(PB) dan Cuti Sebelum Bebas (CMB). diatur dalam peraturan. Setiap orang 

yang melaksanakan program Hak Tahanan dan  Cuti Bersyarat (CB) sebagai 

bagian dari program percobaan, kecuali pembebasan bersyarat  (PB) dan Cuti 

Menjelang Bebas (CMB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

                                                      
5
 S∂h∂rjo, Pohon Beringin Peng∂yom∂n P∂nc∂sil∂, Pid∂to 5 Juli 1963, J∂k∂rt∂,  Ist∂n∂ 

Neg∂r∂, 1963, h∂l.5. 
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Nomor 99 Tahun 2012. sebagai  pelaksana  Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi Lanjutan, Asimilasi, Izin Kunjungan Keluarga, Masa Percobaan, Cuti 

Sebelum Pemberhentian, dan Keberangkatan Bersyarat oleh Menteri Hukum 

dan HAM Hak, Hal ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016, diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 

Cara  Remisi, Asimilasi dan Kunjungan Keluarga. Hal ini selanjutnya 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum  Hak Asasi Manusia Nomor 03 

Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Keberangkatan. 

Peraturan dan Ketentuan ini dengan demikian menggantikan Peraturan dan 

Tata Tertib tentang Syarat dan Acara 2007 yang dikeluarkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Agustus 2007 Nomor 

M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan asimilasi, pembebasan 

bersyarat, cuti pra-lepas dan cuti bersyarat diterbitkan.  

Hanya narapidana yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun enam 

(6) bulan yang menjalani program percobaan (PB), dan narapidana yang 

menjalani hukuman kurang dari satu tahun enam bulan adalah: Anda memiliki 

pilihan berikut: Narapidana yang tidak dalam masa pembebasan bersyarat 

diberikan cuti bersyarat (CB), sedangkan cuti sebelum dibebaskan (CMB) 

adalah cuti bersyarat sebesar jumlah surat perintah terakhir yang diterimanya.
6
 

                                                      
6
 W∂w∂nc∂r∂ deng∂n b∂p∂k M. Ridw∂n, Kep∂l∂ Sub Seksi Bimbing∂n Pem∂sy∂r∂k∂t∂n d∂n 

Per∂w∂t∂n (K∂subsi Bim∂sw∂t) L∂p∂s Kel∂s II B, t∂ngg∂l 11 Mei 2020. 
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Tabel. 1 Data Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Rutan 

Kelas II B  Praya Usulan Bebas Bersyarat  Narapidana periode 2020-2021 

No Tahun PB CB CMB Jumlah 

1 2020 36 13 3 52 

2 2021 36 12 19 67 

 Total 72 35 27 119 

Sumber data sekunder : Dokumen Rumah Tahanan Kelas II B , Februari           

2020 

Keterangan:  

 Pembebasan Bersayarat (PB) 

 Cuti Bersyarat (CB) 

 Cuti Menjelang Bebas (CMB) 

 Masa transisi bagi narapidana kehidupan dalam rumah penjara kepada 

kebebasan sepenuhnya. Karena merupakan masa peralihan, tunduk pada 

penegakan persyaratan masa percobaan. Karena ini adalah masa transisi, 

narapidana yang dibebaskan bersyarat tidak menikmati kebebasan penuh, tetapi 

harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pembebasan 

bersyarat. Maksud dan tujuan bebas bersyarat ini terutama meliputi:
7
 

1. Memfasilitasi rehabilitasi sosial narapidana.  

2. Perintah pembebasan bersyarat sebelum akhir masa hukuman juga 

dimaksudkan untuk mendorong narapidana  berperilaku  baik selama dalam 

tahanan.  

                                                      
7
 Aru∂n S∂kidjo, B∂mb∂ng Poernomo, Hukum Pid∂n∂ d∂s∂r Atur∂n Umum Hukum Pid∂n∂ 

Kodifik∂si, J∂k∂rt∂, Gh∂lia Indonesi∂,  1990, h∂l. 114 
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3. Menjamin agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya dan narapidana 

yang dibebaskan dapat  melakukan perbuatan baik, yaitu melalui 

pendampingan reklasifikasi. 

Asal muasal permasalahan pada hakekatnya adalah pertimbangan-

pertimbangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam memberikan 

program percobaan bagi narapidana di Rutan Kelas II B Praya. Alasan 

pertimbangan dalam pemberian masa percobaan dilatarbelakangi oleh aturan 

yang mengatur pelaksanaan program percobaan yang pertama kali diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No . M.2.PK.04-10 Tahun 

2007. Syarat adalah tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan 

cuti menjelang bebas. Ketentuan ini menyebutkan bahwa hibah program 

percobaan harus memenuhi dua persyaratan utama yaitu persyaratan fisik dan 

persyaratan administrasi. Peninjauan ini dilakukan oleh petugas 

pemasyarakatan untuk menilai efektivitas fisik dan administratif dari semua 

program percobaan. 

Kondisi khusus di mana seorang tahanan dapat dibebaskan bersyarat di 

Pusat Penahanan Negara Bagian Playa Kelas II B adalah:
8
 

1. Narapidana harus bisa membaca Kitab Suci Al Qur’an; 

2. Narapidana harus bisa melapaskan bacaan sholat; 

3. Narapidana rajin mengikuti kegiatan pengajian tiap pagi dan pembacaan 

sholawat; 

4. Narapidana tidak pernah mendapatkan sangsi hukum disiplin berat maupun 

                                                      
8
 Per∂tur∂n Rum∂h T∂h∂n∂n Neg∂r∂ Kel∂s IIB Pr∂y∂ K∂bup∂ten Lombok Teng∂h. 
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ringan atau register. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk 

meneliti dan menelaah tentang pelaksanaan bebas bersyarat bagi narapidana 

serta hambatan-hambatan yang terjadi di Rutan Kelas II B Praya dalam bentuk 

proposal skripsi yang berjudul “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu 

Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Studi Di Rumah Tahanan 

Negara Kelas II B Praya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang pembahasan di atas, maka rumusan masalah 

yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di 

Rutan Kelas II B Praya? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan 

bersyarat bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Praya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembebasan 

bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Praya. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam 

pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan 

Kelas II B Praya. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Secara Teoritis 

Sebagai pemikiran dan informasi yang aktual bagi ilmu pengetahuan 

perihal pelaksanaan bebas bersyarat sebagai upaya pembinaan di Rutan 

Kelas II B Praya juga diharapkan dapat memberi gambaran bagi warga 

binaan dan masyarakat perihal pelaksanaan bebas bersyarat sebagai 

upaya pembinaan di Rutan Kelas II B Praya. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Berkontribusi kepada Lapas dan Instansi Pemerintah khususnya 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Rutan terkait 

narapidana dalam kaitannya dengan penegakan masa percobaan, untuk 

mengajarkan kepada narapidana Kelas II B Praya Rutan hak narapidana 

untuk merumuskan peraturan tentang masa percobaan. bisa. 

c. Manfaat Secara Akademis 

Penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan dan pemahaman baru 

khususnya tentang Pembebasan Bersyarat, serta sebagai sarana untuk 

memajukan pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Kejahatan adalah istilah  hukum dengan makna abstrak. Dalam 

hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah “strafbaar feit”, namun 

dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai terjemahan istilah tersebut, 

seperti tidak ada ketentuan mengenai terjemahan istilah yang diberikan oleh 

pemerintah, dan istilah “pemalsuan yang dapat dipidana” Berbagai 

pandangan telah muncul untuk mendefinisikan Berbagai istilah  seperti 

"kejadian kriminal" dan "tindakan kriminal". 

Menurut Simons, “strafbaar feit” adalah ancaman pidana, perbuatan 

melawan hukum (penanganan) yang berkaitan dengan kesalahan, yang 

dilakukan oleh orang yang  bertanggung jawab.
9
 

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat 

melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 

kesalahan.
10

 

Menurut Pompe, strafbaar feit merupakan Pelanggaran norma 

(penghalang aturan hukum) dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja  

oleh pelanggar. Penjatuhan dapat diterima oleh publik secara  bersamaan  

dengan menggunakan peralatan penerima siaran. Hukuman bagi pelaku 

                                                      
9
 I M∂de Widny∂n∂, Hukum PId∂n∂, Penerbit Fik∂h∂ti Anesk∂, J∂k∂rt∂, 2010, h∂. 34 

10
 Andi H∂mz∂h, As∂s-∂s∂s Hukum Pid∂n∂, PT. Rinek∂ Cipt∂, J∂k∂rt∂, 2010, h∂l. 96 
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diperlukan untuk menjaga tertib hukum.
11

 Utrecht, di sisi lain, 

menerjemahkan Strafbaar feit ke dalam istilah "kasus pidana". Ia sering 

menyebut suatu kejadian sebagai kejahatan karena merupakan tindakan 

positif atau negatif, atau sikap negatif dan negatif, dan akibat (suatu kondisi 

yang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian). Perkara pidana adalah 

kasus (yang dibenarkan), yaitu kasus sosial, yang akibat-akibatnya diatur 

dengan undang-undang.
12

 

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang larangan yang mengandung ancaman (sanksi) 

berupa delik tertentu terhadap orang yang melanggar undang-undang 

larangan tersebut.
13

 

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai 

perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam yang diancam  dengan hukuman 

hudud atau takzir oleh Allah SWT. Larangan syariah dapat berupa 

melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang 

diperintahkan.
14

 

Kejahatan biasanya merupakan sinonim yang berasal dari bahasa 

Latin delictum. Pembatasan delik tercantum dalam Kamus Hukum sebagai 

berikut: 

                                                      
11 

Amir Ily∂s, As∂s-As∂s Hukum PId∂n∂, R∂ngk∂ng Educ∂tion, Yogy∂k∂rt∂, 2012,  h∂l. 20 
12

 Evi H∂rt∂nti, Tind∂k Pid∂n∂ Korupsi, Sin∂r Gr∂fik∂, J∂k∂rt∂, 2009, h∂l. 6
  

13 
I M∂de Widny∂n∂, Op. Cit, h∂l . 34 

14 
Achm∂d Ali, Yusril Versus Crimin∂l Justice System, M∂k∂ss∂r, PT. Umitoh∂ Ukhuw∂h 

Gr∂fik∂, 2010, h∂l. 48. 



12 

 

  

“delik adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena 

melanggar hukum (tindak pidana).”
15

 

2. Jenis-Jenis Pemidanaan 

KUHPidana merinci jenis-jenis delik yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP sebagai sumber utama atau primer KUHPidana. Menurut 

KUHPidana, kejahatan dibagi menjadi dua kelompok: kejahatan berat dan 

kejahatan ringan. 

a. Pidana pokok terdiri dari: 

1. Pidana mati; 

Pelaksanaan pidana mati  diatur dalam Pasal 11 KUHP  

“pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan 

menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan 

jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang 

itu berdiri”. Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 

KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat 

penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum 

dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan 

papan tempat orang itu berdiri”. Jika terbukti bersalah, sekalipun 

narapidana tidak mengajukan grasi, putusan tersebut akan 

diberlakukan setelah  presiden (kepala negara) menerima eksekusi 

menyeluruh berupa sanggahan grasi. Kedua, untuk melaksanakan 

pidana mati, orang juga harus memenuhi beberapa ketentuan yang 

                                                      
15 

Sudarsono, K∂mus Hukum, J∂k∂rt∂, PT. Rinek∂ Cipt∂, 2007, h∂l. 92. 
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terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan:
16

 

a. Ketika pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati, itu 

tidak dapat dieksekusi selama 30 hari sejak hari keputusan 

tidak lagi dicabut. 30 hari putusan sidang ulang tenggang 

waktu sidang ulang dihitung dari hari setelah tanggal 

dijatuhkannya hukuman kepada terpidana. 

b. Jika terpidana tidak mengajukan permohonan grasi dalam 

jangka waktu di atas, panitera pasal 6 ayat 1 yaitu panitera  

pengadilan negeri adalah hakim atau ketua pengadilan dan 

penuntut umum atau penuntut umum. harus diberitahukan 

kepada Pasal 8 ayat 1, 3, dan 4 yaitu hakim, ketua 

pengadilan, dan ketua kejaksaan, memutuskan tingkat 

pertama. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 8. 

c. Hukuman mati  tidak dapat dilaksanakan sebelum 

keputusan presiden mencapai staf yang disyaratkan oleh 

keputusan kepala jaksa atau hakim berdasarkan pasal 8(3). 

 

2. Pidana penjara; 

Ketentuan pidana penjara ini dinyatakan dalam Pasal 11 

KUHP sebagai berikut: 

a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau 

sementara; 

b. Hukuman penjara smentara itu sekurang-kurangnya satu 

hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut; 

c. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-

lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal 

kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh 

dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara 

sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui 

sebab hukuman ditambah karna ada gabungan kejahatan 

atau karna berulang-ulang membuat kejahatan atau karna 

aturan Pasal 52; 

d. Lamanya hukum penjara sementara itu sekali-kali tidak 

boleh dari dua puluh tahun. 

 

 

 

 

                                                      
16

 Amir Ily∂s, As∂s-As∂s Hukum PId∂n∂, R∂ngk∂ng Educ∂tion, Yogy∂k∂rt∂, 2012, h∂l. 107 
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3. Pidana kurungan; 

Hukuman penjara pada dasarnya sama dengan hukuman 

penjara, namun hukuman ini lebih ringan dari hukuman penjara. Ini 

mengikuti dari hukuman penjara yang ditemukan dalam Pasal 11 

KUHP. 

a. Hukuman penjara paling singkat satu hari dan paling lama 

satu tahun.  

b. Hukuman paling lama satu tahun empat bulan dapat 

dijatuhkan dalam hal pelanggaran berulang-ulang atau 

dalam hal alasan Pasal 52 ditambah lebih dari satu tahun.  

c. Hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. 

 

4. Pidana denda 

Dalam bukunya, Amir Ilyas menggambarkan hukuman pidana 

sebagai berikut: 

“kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 

tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah 

uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan 

yang dapat dipidana.” 

 

Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. laminating 

bahwa:
17

 

“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II 

KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan 

maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan 

baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternative 

dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.” 

 

b. Pidana Tambahan terdiri dari: 

1. Pidana pecabutan hak-hak tertentu; 

Menurut ketentuan Pasal 35(1) KUHP, hak-hak berikut dapat 

dicabut oleh hakim dengan  putusan pengadilan: 

                                                      
17

 Ibid. h∂l. 114 
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a. Hak untuk bekerja pada jabatan umum atau khusus  

b. Hak untuk mendaftar di militer.  

c. Hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan  

umum;  

d. Hak menjadi penasehat atau pengurus putusan pengadilan; 

hak menjadi wali, wali perwalian, atau pengasuh orang 

yang bukan anaknya sendiri.  

e. Hak untuk menggunakan kekuasaan ayahnya untuk 

menjadi wali atau wali dari anaknya sendiri.  

f. Hak Memperoleh Mata Pencaharian Tertentu. 

 

Jangka waktu pencabutan hak dalam hal  pencabutan  diatur 

dalam Pasal 38 Ayat 1 KUHP sebagai berikut: 

a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

jangka waktu pencabutannya adalah pidana penjara seumur 

hidup.   

b. Dalam hal pidana penjara  atau pidana penjara, jangka 

waktu pencabutannya paling sedikit dua tahun dan paling 

lama lima tahun lebih lama dari pidana pokok.  

c. Jika dikenakan denda, jangka waktu pencabutannya 

minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. 

 

Pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal dilaksanakannya 

putusan hakim. Dalam hal ini hakim tidak berwenang 

memberhentikan petugas dari jabatannya jika pejabat lain 

memutuskan pemberhentiannya dalam suatu peraturan khusus. 

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 

Tindak pidana penyitaan barang-barang tertentu umumnya 

berupa denda.  Pasal 39 KUHP memuat ketentuan tentang penyitaan 

barang tertentu.
18

 

a. Barang-barang tertentu pada dasarnya sama halnya dengan 

pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-

barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 

b. Dalam hal pelanggaran yang tidak disengaja atau hukuman 

                                                      
18

 Ibid. h∂l 116 
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atas pelanggaran, perintah sita juga dapat dikeluarkan 

berdasarkan fakta hukum.  

c.  Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku yang 

diserahkan kepada pemerintah untuk barang sitaan. 

 

Perampasan barang yang sebelumnya tidak disita berubah 

menjadi pidana penjara jika barang tersebut tidak diserahkan atau  

tidak dilakukan pembayaran, sebagaimana ditentukan oleh hakim. 

Kandang pengganti ini juga akan dilepas saat barang sitaan 

diserahkan. 

3. Pidana pengumuman putusan hakim. 

 

Publikasi keputusan pengadilan diatur oleh 43 KUHP.
19

 

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan di umumkan 

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 

lainya, harus ditetapkan pula bagimana cara melaksanakan 

perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 

putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 

ditentukan undang-undang”. 

 

Hanya beberapa jenis kejahatan  yang diancam dengan delik 

sekunder ini yang diatur dalam KUHP, antara lain: 

a. Penipuan dalam pengiriman perbekalan yang dibutuhkan 

oleh militer pada saat perang.  

b. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau 

mendistribusikan barang-barang yang dengan sengaja 

membahayakan jiwa atau kesehatan atau dengan sengaja 

atau lalai membahayakan kesehatan; 

c. Kecerobohan seseorang dapat melukai atau membunuh 

orang lain. 

d. Penggelapan. 

e. Penipuan. 

f. Tindakan merugikan pemiutang. 

 

                                                      
19

 Ibid. h∂l 117 
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Amir Ilyas menjelaskan perbedaan antara hukuman utama dan 

tambahan: 

a. Hukuman tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana 

pokok, kecuali penyitaan barang-barang tertentu untuk 

anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Hukuman 

tambahan ini ditambahkan ke tindakan, bukan pelanggaran 

utama)  

b. Tidak diperlukan hukuman tambahan karena hanya 

hukuman utama. Oleh karena itu, sifat dari hukuman 

tambahan ini adalah sewenang-wenang (yaitu dapat 

dikenakan atau tidak). Ini tidak berlaku untuk pelanggaran 

dalam pengertian Pasal 250, 251 dan  275 KUHP.  

c. Pencabutan hak-hak tertentu berlaku dengan  tindakan 

penegakan, tetapi sejak tanggal putusan hakim itu dapat 

dilaksanakan. 

 

B. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat 

1. Pengertian Bebas Bersyarat 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di 

luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 

sekurang- kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) 

bulan.
20

 

Masa percobaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana 

Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Rutan/Lapas yang merupakan 

bagian dari pengadilan.
21

 Ketentuan tentang masa percobaan dalam 

peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali dimasukkan 

                                                      
20

 Per∂tur∂n Pemerint∂h No. 32 T∂hun 1999 tent∂ng Sy∂r∂t d∂n T∂t∂ C∂r∂ Pel∂ks∂n∂∂n H∂k 

W∂rg∂ Bin∂∂n  Pem∂sy∂r∂k∂t∂n 
21

Petrus Irw∂n P∂ndj∂it∂n d∂n Wiwik Sri Widi∂rty, Pemb∂h∂ru∂n pemikir∂n DR.S∂h∂rdjo 

Mengen∂i Pem∂sy∂r∂k∂t∂n N∂r∂pid∂n∂, (J∂k∂rt∂: Indhill Co), 2008, h∂l. 23 
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dalam konsep pembebasan bersyarat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP).
22

 

Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-

251 jo 486, Pembebasan bersyarat dari KUHP yang berlaku sebelumnya 

dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga (dua 

pertiga) dari  pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang  harus paling 

sedikit 9 bulan. Pada saat itu penggunaan istilah masa percobaan berlaku. 

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan 

bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pembebasan Bersyarat 

(Voorwaardelijke Invrijheidsteeling) S. 1917-749, tidak memberikan 

pedoman dan petunjuk bagi narapidana yang dibebaskan bersyarat. 

Ini berbeda ketika istilah "masa percobaan" digunakan. Dengan 

kata lain, ketentuan tentang masa percobaan, Undang-Undang 

Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, memiliki kesepakatan tentang 

pembinaan dan bimbingan, dan menyatakan bahwa terpidana dalam 

masa percobaan harus mengikuti arahan dari Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS). 

Berdasarkan  tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, 

selain untuk pembalasan  atas kejahatan yang dilakukan pelaku, 

tujuannya juga untuk mengamankan masyarakat, baik tujuan penyiapan 

dan perawatan narapidana sekembalinya ke  masyarakat. 

                                                      
22

 R. Achm∂d S. Soem∂dipr∂dj∂ d∂n Romli Atm∂s∂smit∂, 1979, Sistem 

Pem∂sy∂r∂k∂t∂n DiInodonesi∂, (B∂ndung: Penerbit Bin∂cipt∂), H∂l. 17 
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Pembinaan narapidana berbasis masyarakat diharapkan dapat 

mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu upaya untuk mencapai  tujuan 

tersebut  adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat. 

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam Wetboek Van 

Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 

jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini 

dikenal sebagai Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids 

Stelling. 

Lamintang mengatakan masa percobaan dapat dibagi menjadi 

dua kelompok:
23

 

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban melakukan penahanan di 

lembaga/lembaga pemasyarakatan menurut pengertian Pasal 15 

sampai dengan 17 KUHP, menurut peraturan perundang-undangan 

tanggal 27 Desember 1917; Stb nomor 749 yang juga dikenal 

sebagai ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling atau 

peraturan mengenai Pembebasan bersyarat. 

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban belajar di lembaga pendidikan 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68(2) dan 69(1) 

Keputusan Legislatif Stb No. 741 tanggal 21 Desember 1917. 

Peraturan wajib belajar. 

                                                      
23

 P.A.F. L∂mint∂ng, D∂s∂r-d∂s∂r Hukum Pid∂n∂ Indonesi∂, B∂ndung, Sin∂r B∂ru. 1984, h∂l. 

250 
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Pembebasan yang belum dijelaskan  adalah pembebasan 

bersyarat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan  16 

KUHP. Dalam praktik hukum, khususnya hukum pidana, seringkali 

terdapat terjemahan parole yang berbeda. Orang Belanda menggunakan 

istilah voorwardelijjeinvrijheidstelling, yang berarti pembebasan 

bersayarat.
24

 

Pembebasan bersyarat berdasarkan ketentuan Pasal 1(b) 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang 

Kesetaraan, Pembebasan bersayarat dan Cuti Sebelum Pembebasan 

adalah sebagai berikut: 

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses 

pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga 

Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP 

serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undangundang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. 

 

Pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan ini akan 

terus memantau semua tindakan narapidana yang diberi cuti. Ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan masa percobaan jika 

terpidana menjalani kehidupan yang tidak teratur, melalaikan 

pekerjaannya, berkencan dengan pelanggar berulang, melakukan 

pelanggaran berulang, menyebabkan gangguan, selama masa percobaan. 

izin pembebasan dari penjara akan dicabut. 

 

                                                      
24

 Ibid, h∂l. 250. 



21 

 

  

2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat 

 

Dasar hukum yang paling penting untuk pembebasan bersayarat 

ditemukan dalam Pasal 15 dan  16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat 

untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan. 

Pasal 15 KUHP Menyatakan: 

1. Seorang terpidana mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan 

bersyarat jika dia telah menjalani dua pertiga dari hukumannya, 

atau setidaknya sembilan bulan. Jika seorang narapidana harus 

menjalani beberapa hukuman berturut-turut, hukuman tersebut 

dianggap sebagai kejahatan. 

2. Jika pembebasan bersyarat diberikan, itu akan ditentukan pada saat 

pemindahan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa 

percobaan.  

3. Masa percobaan harus sesuai dengan sisa masa penjara  ditambah 

satu tahun. Jangka waktu ini tidak termasuk masa percobaan jika 

terpidana berada dalam tahanan. 

 

Dapat dilihat syarat-syarat pemberian masa percobaan 

berdasarkan ketentuan  Pasal 15 KUHP di atas. Dalam hal ini, terdakwa 

harus  menjalani hukuman penjara minimal sembilan  bulan dan tidak 

akan melakukan kejahatan selama jangka waktu yang ditentukan. 

Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang 

menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman sembilan  

bulan penjara berdasarkan Pasal 15 KUHP Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia  M.01.04.10 Tahun 1999 tentang 

asimilasi. 
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3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat 

a. Syarat Substantif 

1. Menunjukkan pengakuan dan penyesalan atas kesalahan yang 

mengarah pada keyakinan.  

2. Menunjukkan pengembangan karakter dan moral yang positif.  

3. Berpartisipasi aktif dan antusias dalam program kegiatan pembinaan.  

4. Masyarakat memiliki akses ke program pendampingan narapidana 

yang relevan.  

5.  Selama menjalani hukuman, terpidana atau anak nakal tersebut tidak 

menjalani disiplin  dalam sembilan bulan terakhir.  

6.  Masa pidana dilayani. 2/3 dari pidana  setelah dikurangi masa pidana 

kurungan dan pembebasan dihitung sejak  putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan 2/3  tidak kurang dari 9 

bulan. 

b. Syarat Administratif 

1. Salinan putusan pengadilan;  

2.  Asli surat keterangan  kejaksaan yang menunjukkan bahwa  yang 

ditahan belum pernah diadili atau pernah terlibat dalam tindak pidana 

lain.  

3.  Laporan Survei Masyarakat (Litmas) oleh Lembaga Pemasyarakatan 

terhadap 4.444 keluarga yang diharapkan menerima narapidana, 

kondisi masyarakat sekitar, dan pihak lain yang terkait dengan 

narapidana.  
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4. Salinan  daftar  pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh narapidana 

selama di penjara (Daftar Huruf F) dari Lembaga 

Pemasyarakatan/Sipir;  

5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan waktu penalti. 

Pengampunan, surat perintah, dll dari penjara/sipir penjara.  

6.  Pernyataan kompetensi pihak yang menaungi narapidana Keluarga, 

sekolah, instansi pemerintah/swasta sepengetahuan pemerintah daerah, 

sekurang-kurangnya penguasa atau kepala desa.  

7. Surat keterangan sehat dari psikolog atau dokter yang menyatakan 

bahwa narapidana dalam keadaan sehat  jasmani  dan rohani. Jika 

Rutan tidak memiliki psikolog atau dokter, Anda dapat meminta surat 

keterangan  dokter dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.  

8. Narapidana asing atau anak nakal memiliki persyaratan tambahan. 

a) Dapat menjamin autentikasi dari kedutaan/konsulat negara  asing 

yang bersangkutan;  

b) Surat rekomendasi dari Direktur Biro Imigrasi Daerah. 

Selain ketentuan di atas mengenai syarat-syarat masa percobaan, 

Pasal 16 KUHP juga mengatur siapa yang berwenang mengambil keputusan 

masa percobaan. Ketentuan  Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut: 

1) Ketentuan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Menteri Kehakiman 

atas usul atau pemberitahuan dari pengelola penjara tempat narapidana 

ditahan, setelah mendapat keterangan dari penuntut umum tempat asal 

narapidana. Sebelum keputusan diambil, pendapat Dewan Kiyosumi 
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Pusat harus diperoleh terlebih dahulu, dan mandatnya diatur oleh 

Menteri Kehakiman. 

2) Ketentuan mengenai penghentian pembebasan bersyarat dan hal-hal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15a ayat (5) diputuskan oleh 

Menteri Kehakiman berdasarkan usul  tempat asal terpidana atau 

pemberitahuan oleh kejaksaan. Pria. Sebelum membuat keputusan, Anda 

harus terlebih dahulu mendapatkan pendapat dari Dewan Reklaresing 

Pusat. 

3) Sejauh pembebasan mereka dari penjara dapat dicabut,  orang yang 

dibebaskan bersyarat dapat, untuk menjaga ketertiban umum, tunduk 

pada Kejaksaan Agung jika ada kecurigaan yang masuk akal bahwa 

orang ini melakukan sesuatu selama masa percobaan. lokasi itu 

berdasarkan urutan periode di mana persyaratan yang dilanggar telah 

dilanggar. Penuntut umum harus segera memberitahukan penahanan 

tersebut kepada Menteri Kehakiman. 

Tentang bagaimana  Menteri Kehakiman  dapat memutuskan 

bagaimana mengajukan pembebasan bersyarat dan bagaimana Menteri 

Kehakiman harus meminta nasihat dari Badan Penyelidik Pusat. Semua 

itu tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Surat Perintah 

Percobaan Lembaran Negara Nomor 744 Tahun 1919 tanggal 27 

Desember 1917. 
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C. Tinjauan Tentang Penahanan 

1. Pengertian Penahanan 

Menurut Pasal 1 bagian (21) dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, penahanan harus digunakan oleh penyidik, penuntut atau 

hakim  untuk menentukan kelayakannya dan untuk mengidentifikasi 

tersangka atau terdakwa sesuai dengan itu, didefinisikan sebagai 

penangguhan suatu kejadian. .Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini 

harus ditempatkan di satu tempat. Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh 

hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang dapat ditangkap. Penahanan 

adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pemenjaraan pada 

dasarnya adalah  tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan. 

Tersangka ditahan karena berbagai alasan subyektif dan obyektif, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Paragraf 1 mengatur berbagai alasan 

subjektif. Ini berarti bahwa petugas penangkapan dapat menangkap 

tersangka atau terdakwa jika mereka menentukan bahwa tersangka atau 

terdakwa takut melarikan diri, kehilangan barang bukti, dan pengulangan 

kejahatan yang dituduhkan. Ayat (4) mengatur dasar faktual penahanan. 

Rutan objektif adalah tempat penahanan yang sesuai dengan jenis kejahatan 

yang dapat ditahan. Jelas bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan  

terhadap tersangka atau terdakwa dapat dipenjara untuk tujuan ini. Tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara, yaitu lima tindak pidana atau 

lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(4)(d).
25
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2. Jenis-Jenis Penahanan 

Pasal 22 KUHAP mengatur beberapa jenis penahanan, antara lain: 

a. Penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) 

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut 

RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau tersangka/tersangka 

melakukan tindak pidana dalam penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan peradilan. 

b. Penahanan Rumah 

Tahanan rumah menurut Pasal 22 ayat (2) dan (5) KUHAP adalah 

tempat tinggal atau keberadaan tersangka/terdakwa sehingga tidak 

berpotensi mengganggu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di  

pengadilan. Tahanan rumah  tersangka atau terdakwa mengurangi total 

waktu penahanan hingga sepertiga. 

c. Penahanan Kota 

Penahanan kota diatur dalam Pasal 22  (3) dan (5) KUHAP, 

dimana  penahanan kota dilakukan pada terdakwa atau di  tempat tinggal 

atau domisili terdakwa, dan terdakwa atau terdakwa ditunjuk. merupakan 

kewajiban untuk melapor tepat waktu. Juga, total waktu penahanan akan 

dikurangi dengan faktor lima untuk penahanan kota  tersangka atau 

terdakwa. Penangkapan kota memungkinkan lebih banyak fleksibilitas 

dalam kegiatan tersangka dan terdakwa, dibandingkan dengan 

penangkapan negara dan yang melibatkan tahanan rumah. 
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D. Tinjauan Tentang Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Narapidana atau narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Angka 7 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan 

Pemasyarakatan (UU 12/1995) adalah narapidana yang telah menjalani 

pidana penjara kehilangan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS). Dan kecuali kasus tersebut belum melalui proses pengadilan dan 

berbagai upaya hukum lainnya.
26

 

2. Hak-Hak Narapidana 

Hak Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UU 

Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 

1. Ibadah menurut agama atau kepercayaan.  

2. Mendapatkan pengobatan, baik mental maupun fisik. 

3. Dapatkan dididik dan dididik.  

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup.  

5. Ajukan keluhan.  

6. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti program media massa lain 

yang tidak dilarang.  

7. Menerima upah atau bonus untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. 

Kedelapan. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, pengacara, atau 

individu tertentu. 

8. Menerima pengurangan hukuman (remisi).  

                                                      
26
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9. Berikan kesempatan asimilasi, termasuk waktu istirahat untuk 

mengunjungi keluarga.  

10. Memperoleh pembebasan bersyarat.  

11. Saya mengambil cuti sebelum kemerdekaan. 

12. Anda memiliki hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan  yang 

berlaku. 

E. Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

Rumah Tahanan negara (disingkat Rutan) adalah tempat di mana 

tersangka atau terdakwa ditahan selama pemeriksaan, penuntutan, atau 

interogasi oleh pengadilan  Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Negara 

adalah unit penegakan teknis dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(sebelumnya Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh 

Direktorat Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa 

lembaga memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Sebut saja Polri, Komisi 

Pemberantasan Korupsi,  Badan Narkotika Nasional. Rutan didirikan di ibu 

kota setiap kabupaten atau kota, dan cabang Rutan juga dapat didirikan jika 

perlu. Pusat-pusat penahanan menampung para tahanan yang sedang dalam 

proses penyidikan, penuntutan, atau interogasi oleh pengadilan distrik atau 

pengadilan banding.
27
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum  

empiris adalah penelitian berbasis fungsi tentang bagaimana hukum dan norma 

diterapkan pada masyarakat.
28

  

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan untuk 

meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berfokus pada  

pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.
29

 

2. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau  metode diskusi 

yang didasarkan pada objek-objek diskusi yang berbasis masyarakat.
30

 

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-

undangan), tetapi bukan menyelidiki sistem norma dalam negara hukum, 

penelitian ini mengamati bagaimana sistem norma bereaksi dan berinteraksi 

dalam masyarakat. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data hasil wawancara langsung dengan  

informan melalui kerja lapangan untuk menguatkan data sekunder. 

Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara 

langsung dengan berbagai sumber, antara lain: 

1. Kepala Sub Seksi Pengelolaan 

2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan 

3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan 

Penulis juga mewawancarai narapidana yang berhasil dan tidak 

berhasil dibebaskan bersyarat di Rutan Praya Kelas II B. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian 

dokumen, misalnya bahan pustaka hukum, yang ruang lingkupnya 

adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang membentuk tautan 

yang memuat ketentuan hukum yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang diselidiki, antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
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d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan; 

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 

Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat. 

g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisi uraian tentang 

bahan hukum primer. Buku sarjana hukum, literatur penelitian yang  

diterbitkan, artikel, jurnal hukum, website, artikel, dll. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pedoman atau 

tinjauan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil 

penelusuran internet terkait kamus hukum, ensiklopedia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, atau masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Lapangan 

 

Data lapangan adalah data yang dikumpulkan langsung dari 

lapangan, khususnya di kawasan Lapas Playa Lombok Tengah. Data 

lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

wawancara dengan individu yang mengetahui atau familiar dengan 

topik yang dibahas dan dokumen yang dikumpulkan langsung dari 

lokasi penelitian. 

b. Data Kepustakaan 

 

Data perpustakaan adalah informasi yang dikumpulkan melalui 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui 

pengumpulan data, undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan 

pendapat ahli tentang subjek yang sedang dipertimbangkan. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Ini merupakan pengamatan  langsung terhadap proses pemberian 

masa percobaan kepada narapidana Praya Rutan Kelas II B. 

2. Wawancara 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat 

langsung dalam permasalahan yang  dibahas. 
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E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah bentuk kata-kata dan gambar yang dibuat 

atau dikumpulkan melalui dokumen lain, termasuk transkrip wawancara, 

catatan lapangan, surat resmi, dokumen pribadi, foto, kaset video, 

memorandum, dan  sumber data lainnya. 

 


